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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf  Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B be ب
 ta T te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim J je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 (żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es س
 syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ




 gain G ge غ
 fa F ef ف
 qaf Q qi ق
 kaf K ka ك
 lam L el ل
 mim M em م
 nun N en ن
 wau W we و
 ha H ha ه
 hamzah ʼ apostrof ء
 ya Y ye ى
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A a اَ 
 kasrah I i اَ 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ٸَ 
 fatḥah dan wau Au a dan u ٷ
Contoh: 
 kaifa :َكْيفَ 
 haula :َهْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
 ...  اَ  | ...  ىَ 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ى  
 و  
dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 māta :  ماتَ 
 ramā :  َرَمى




 yamūtu : ََيْوت  
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ْطَفال  ألا َؙرْوَضة      : rauḍah al-aṭfāl 
َلة اَلَمد  يْ َنة   اْلفاض      : al-madīnah al-fāḍilah 
 al-ḥikmah :               اَلَ ْكَمة
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (    ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 rabbanā :   َربّناَ 
 najjainā : ََنّْيناَ 
 al-ḥaqq : اَلََقّ 
 nu“ima :   نعُّمَ 
 aduwwun‘ :  َعد وّ 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 






 (Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ :    َعل ىّ 
 (Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َعَربّ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu :   اَلّشْمس  
 (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :     اَلزّلزَلة
 al-falsafah :   اَلَفْلَسَفة
 al-bilādu :  الَبلدَ     
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ta’murūna : تأْمر ْونَ 
 ‘al-nau :    الَنّ وْع  
 syai’un :    َشْيء  




8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (اهلل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 billāh با هلل   dīnullāh د ين  اهلل  
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ْ رمَحة  اهلل    hum fī raḥmatillāh ه ْم ِف 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 




kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 






B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
















Nama  : Jumrawati 
Nim  : 10300114056 
Judul  : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan 
Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan nikah siri dalam 
hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang peradilan agama dalam bidang 
perkawinan dan untuk mengetahui pengaturan sanksi nikah siri dalam Rancangan 
Undang-Undang Peradilan Agama. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 
penelitian teologi normatife (hukum Islam) dan yuridis normative (hukum positif), 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan 
pustaka/data sekunder. Penelitian ini tergolong library research dan metode 
pengumpulan data dengan mengutip dan menganalisis menggunakana analisis isi 
terhadap literatur yang relevan dengan masalah yang peneliti bahas, kemudian 
peneliti mengulas dan menyimpulkanya. 
Dengan mengkaji pembahasan-pembahasan tersebut peneliti menemukan 
bahwa keberadaan nikah siri dalam hukum Islam itu diakui keberadaanya dan nikah 
siri dianggap sah oleh masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan 
hanya saja tidak sah dalam hukum positif, namun nikah siri dalam Rancangan 
Undang-Undang peradilan agama itu di anggap pernikahan yang ilegel karena tidak 
mengikuti aturan yang berlaku dan diatur dalam pasal 143.  
Implikasi penelitian ini yaitu: Dalam Islam nikah siri adalah pernikahan yang 
sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan namun nikah siri 






A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia dikenal dengan negara hukum yang mutlak adanya Undang-Undang 
perkawinan nasional karena pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Agama, 
juga didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini 
bertujuan untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum 
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku diberbagai golongan 
dalam masyarakat. 
Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang 
harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dari pelaksanaan pernikahan tersebut, 
diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam 
pelaksanaan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam rangka mengatur hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk 
keluarga yang bahagia dan sejahtera. 
Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini adalah untuk memperlihatkan 
segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat 
ramai. Sebutan suci adalah untuk pernyataan segi keagamaanya dari suatu 
perkawinan. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan 
ikatan perkawinan telah di atur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun 
serta syarat” tertentu.1 
                                                          
1 www.jurnal Kajian Yuridis Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama 
di Bidang Perkawinan Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak di Catatkan.( di 




Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya suatu keluarga sebagai tahap 
pertama dalam pembentukanya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang 
damai, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dan sebuah rumah tangga yang 
dilimpahkan rahmat dan kasih sayang,2 serta tercapainya kehidupan yang tentram 
yang merupakan idaman bagi setiap orang yang berumah tangga. Berumah tangga 
merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi masalah kehidupan di 
masyarakat dewasa ini, karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada 
dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Di samping itu 
keluarga merupakan merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang 
keduanya saling mempengaruhi serta berkaitan satu sama lain. 
Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan berangan-angan bahwa 
keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukkan hati di dalamnya. 
Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk 
mencapai tujuanya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan 
ini akan mengekang umatnya, akan tetapi akan lebih mengarah kemaslahatannya. 
Sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan 
terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan ini terjadi sejak lahirnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan 
perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian. Pembaruan yang 
terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang 
                                                          
2 Trisna Mayasari, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian 
(Studi Kasus Kecamatan Mariso dan Pengadilan Agama Kota Makassar)”, Skripsi (Makassar: Fak. 




fiqih yang bergeser pada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan agama.3 
Dalam perubahan hukum Islam terjadi dalam bidang-bidang tertentu karena di 
sebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih sudah tidak mampu lagi 
memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang baru terjadi. Karena pada waktu 
fiqih ditulis oleh para fuqaha masalah baru ini belum ada dan belum terjadi sehingga 
seiring dengan perkembangan zaman negara mulai mengatur dalam peraturan 
perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan. 
Dalam peraturan hukum di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap perkawinan yang 
dilangsungkan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-
Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya. Dengan lahirnya Undang-Undang 
ini maka di Indonesia telah ada satu hukum yang mengatur mengenai perkawinan. 
Sebab perkawinan bukan hanya sebagai urusan pribadi, keluarga atau masyarakat 
dalam suatu lingkungan tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. 
Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk 
memberi kemudahan dan solusi. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang 
sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang 
penuh ketentraman dan kasih sayang. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan 
diletakkan ikatan hukum yang yang tidak hanya semata-mata sebagai perjanjian 
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keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh semangat moral 
dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.4 
Perkawinan dalam syariat Islam diartikan sebagai sebuah akad yang 
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong 
antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan rukun dan syarat 
yang telah di tentukan. Al-Qur’an menyebut nikah sebagai mitsqa (perjanjian) antara 
suami dan istri sejak terjadinya akad.5 
Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan, disebutkan pengertian dari 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maaha Esa.6 Seperti yang sudah  disebutkan 
diatas, bahwa perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang perkawianan. 
Namun, sekarang ini masih banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan 
perkawianan. banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa melalui proses 
administrasi atau pencatatan yang telah diatur didalam Undang-Undang perkawianan. 
Salah satunya adalah perkawianan yang dikenal dengan nikah siri atau nikah 
dibawah tangan, artinya nikah siri atau nikah di bawah tangan yaitu perkawinan 
sembunyi-sembunyi dilakukan tanpa adanya administrasi atau pencatatan di KUA 
dan perkawinan ini juga tidak di akui oleh negara karena tidak mendapatkan surat 
nikah meskipun secara syari’at dinyatakan sah. 
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Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), 
h.1. 
5 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h.57. 




Nikah siri mulai dikenal setelah di sahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan dan di keluarkanya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 sebagai pelaksannan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi 
didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik 
persoalan nikah siri, hanya mewajibkan pencatatan perkawiana yang diatur dalam 
pasal 2 ayat (2), oleh karena ini pemerintah berkeinginan dan berupaya untuk 
memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri. Keinginan pemerintah 
tersebut kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materil 
peradialan agama dalam bidang perkawinan. Dalam Rancangan undang-undang 
tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 143-153 Berkenaan 
dengan nikah siri. Dalam pasal 143 Rancangan Undang-Undang ini, pernikahan sirih 
di anggap illegal.7 
Rancangan Undang-Undang Hukum materil peradilan agama ini bukan revisi 
dari UU Nomor 1 Tahun 1974. RUU ini tujuanya untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang perkawian. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan aturan 
bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus 
dicatat.8 Namun, langkah pemerintah mengeluarkan RUU ini menuai banyak protes 
dan kontoversi di kalangan para ulama, masyarakat, dan praktisi hukum terutama 
dalam hal sanksi bagi pelaku nikah siri.9 
Sampai saat ini, masih banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang 
keabsahan dari pernikahan siri atau nikah di bawah tangan ini. Sebagian ulama 
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56-58. 
8 Lihat, Kompilasi Hukum Islam (Cet. Terbaru: Permata press), h.2. 





berpendapat bahwa pernikahan siri atau nikah di bawah tangan itu sah. Nikah siri atau 
nikah di bawa tangan dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan 
ketentuan hukum Islam. Karena pernikahan siri atau nikah dibawah tangan ini 
dilakukan dengan memenuhi syarat nikah, rukun nikah, dan ada wali pernikahan. 
Namun pernikahan ini belum dicatat di pengadilan sehingga tidak memiliki akta 
perkawinan. Sebenarnya akta perkawinan bukanlah hal yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu perkawinan tetapi akad. Akta perkawinan hanya sebagai bukti bahwa 
telah terjadi suatu pernikahan. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa 
pernikahan siri atau nikah di bawah tangan itu tidak sah. Para ulama yang menentang 
praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan ini menyatakan bahwa pada umumnya  
pelaku nikah siri  menempuh cara tersebut karena dia tidak ingin pernikahanya di 
ketahui oleh banyak orang. Padahal dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi atara lain diketehui orang banyak agar nantinya tidak ada fitnah dikalangan  
masyarakat. 
Pada awalnya pengertian nikah siri atau nikah di bawah tangan itu 
ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan, sebagaimana yang di kemukakan Umar bin Khattab, ketika beliau 
mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya di saksikan oleh 
seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan saja. Namun seiring 
berkembangnya zaman pengertian nikah siri atau nikah di bawah tangan ini di 
perluas, seperti perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan 
tentapi tidak di catatkan di KUA ( Kantor Urusan Agama) kecamatan masing-masing 




rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Syarat ini dibenarkan oleh 
semua mazhab dalam Islam. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU 
NIKAH SIRI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM 
MATERIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana keberadaan nikah siri dalam hukum Islam dan Rancangan Undang-
Undang Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan...?  
2. Bagaimana pengatruran sanksi nikah siri dalam RancanganUndang-Undang 
Peradilan Agama…? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah 
atau kata-kata yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu 
menjelaskan beberapa pengertian terhadap kata-kata yang di anggap penting antara 
lain: 
1. Defenisi Operasional  
a. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya 
dan akibatnya adalah hukumanya. Orang yang terkena akibat sudah jelas 
akan memperoleh sanksi baik yang berupa sanksi ringan ataupun berat. 
Sanksi ringan adalah hanya berupa teguran atau ganti rugi, sedangkan 
sanksi berat adalah bisa saja masuk penjara ataupun terkena hukuman lain 
dari pihak yang berwajib. Jadi sanksi pidana yaitu suatu hukuman penjara 




b. Nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau sesuatu 
yang di sembunyikan10. Jadi nikah siri yaitu nikah yang dilakukan secara 
diam-diam tanpa adanya publikasi terhadap warga setempat bahkan banyak 
keluarga dari kedua mempelai yang tidak mengetahui hal tersebut. Namun 
istilah nikah sirih in banyak menuai kontoversi di kalangan ulama ataupun 
di kalangan pakar hukum, karena perkawinan ini dilakukan tanpa adanya 
pemberitahuan pada warga setempat dan juga tidak melaporkan pada 
Kantor Urusan Agama (KUA). 
c. RUU (Rancangan Undang-Undang) adalah sebuah Rancangan Undang-
Undang yang dilakukan oleh pemerintah jika akan mengadakan perubahan 
Undang-Undang. Jadi, RUU yaitu draft usulan yang berisi Undang-Undang 
baru, amandemen, atau penggantian Undang-Undang yang berlaku. 
d. Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat 
dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum 
materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau 
sesuatu perbuatan.11 
Di sini dapat kita lihat dari pengertian hukum formil bahwa dalam 
pengertiannya itu lebih memusat atau ditujukan pada isi peraturan. 
e. Peradilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat 
pertama.12 Adapun peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi 
salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan 
                                                          
10 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum 
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tanggal 16 Januari 2019 pukul 11.20). 
12 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia “Sejarah Pemikiran Dan Realita”, (Cet  II; 




kehakiman yang sah di indonesia. Peradilan agama adalah peradilan Islam 
di Indonesia.13 
Dengan demikian dapat di katakan bahwa peradilan agama dan peradilan 
Islam itu sebenarnya mengandung prinsip-prinsip kesamaa. Hanya saja 
untuk menghindari kekeliruan pemahaman dari berbagai pihak maka cukup 
digunakan istilah peradilan agama saja. Peradilan agama juga merupakan 
peradilan khusus di Indonesia dan peradilan Islam karena seluruh perkara 
yang diadili di pengadilan agama itu seluruh jenis perkara menurut agama 
Islam. 
f. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang  pria dengan 
seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.14 
Dengan demikian, perkawinan adalah suatu wadah untuk menyatukan dua 
insan yang saling mengasihi untuk membentuk suatu keluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan yaitu suatu ikatan yang 
sangat suci dan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 
pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya penulis membuat 
suatu batas masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 
sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang tentang 
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Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan. Ruang lingkup yang akan 
dibahas dalam skripsi ini yaitu: 
a. Peneliti memfokuskan penelitian pada sanksi pidana bagi pelaku nikah siri 
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan 
Agama bidang Perkawinan, berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif. 
Hal ini dimaksudkan oleh peneliti agar dapat fokus dalam satu bagian. 
Sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, dan mendalam sehingga 
memudahkan penulis untuk menganalisis data yang di peroleh. 
b. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap Sangsi 
Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang hukum 
materil peradilan agama bidang perkawinan. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang “Sanksi Pidana Bagi Pelaku 
Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan 
Agama bidang Perkawinan”. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan 
dengan pembahasan ini, maka penulis menemukan beberapa buku, yaitu: 
1. Di dalam buku Mardani yang berjudul “Hukum Keluarga Islam Di 
Indonesia”. Menjelaskan tentang pengertian perkawian, dasar-dasar 
perkawian, dan juga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beserta 
dampak negatif bagi perkawinan yang tidak di catatkan. 
2. Di dalam buku Sapiudiq Shidiq yang berjudul “ Fikih Kontemporer” 





3. Di dalam buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang berjudul “. 
Hukum perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam 
dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Menjelaskan tuntas tentang 
pencatatan perkawian menurut Fiqih, UU No.1/1974, dan KHI.  
4. Di dalam buku Muhammad Saleh Ridwan yang berjudul “Perkawinan dalam 
prespektif hukum Islam dan hukum nasional”. Buku in menjelaskan tentang 
pemaknaan perkawinan, perkawinan siri, dan pengertian nikah siri baik dalam 
hukum Islam maupun dalam hukum nasional. 
Menurut peneliti bahwa Sebagaimana diketahui tentang peradilan agama 
adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan 
peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Peradilan agama 
ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang muslim saja dan kasus-kasus yang 
ditangani dalam peradilan agama pun tidak semuanya hanya saja kasus yang 
berkaitan tentang agama Islam seperti : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf 
dan shadaqah. Namun, peneliti memfokuskan pada bidang perkawinan berdasarkan 
Rancangan Undang-Undang hukum materil peradilan agama bidang perkawinan dan 
literature-literatur yang salah satu peneliti tuliskan diatas beserta jurnal-jurnal yang 
relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan (Library 
Research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-
buku, jurnal-jurnal, atau artikel-artikel yang relevan dengan pokok permasalahan 




Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan 
Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian 
sebelumnya, perlu ditentukan pendekatan masalah apa yang di gunakan. Selain 
bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dikaji, juga berguna dalam menentukan 
jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan teologi normatife (hukum Islam) dan yuridis normative (hukum 
positif), teologi normatife yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu 
penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dengan norma-norma 
atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah Hukum Islam dan penelitian ini 
juga menekankan pada segi-segi yuridis normative dengan melihat pada peraturan 
perundang-undangan dan penetapanya. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan 
cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka/data sekunder. 
3. Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya , penelitian in bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 
yang bermaksud untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Sanksi 
Pidana bagi pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum 
Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan. 
4. Metode pengumpulan Data 
a. Data Primer 
Yang dimaksud data primer adalah data yang langsung memberikan 
data-tada pada peneliti yang sumber data merupakan ketentuan hukum 




tentang hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam, dan Rancangan Undang-Undang peradilan agama 
bidang perkawinan. 
b. Data Sekunder 
Yang dimaksud data sekunder adalah data yang penulis dapatkan 
berdasarkan studi kepustakaan (library research), untuk mencari konsep-
konsep, teori-teori, pendapat- pendapat, ataupun penentuan-penentuan yang 
berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini, data 
yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer,dan sekunder. 
1. Bahan hukum primer. 
Bahan hukum primer adalah sumber data yang merupakan ketentuan 
hukum tertulis yang terdiri dari : 
a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b). Kompilasi Hukum Islam. 
c). Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama 
Bidang perkawinan. 
2. Bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mampu 
menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari literature 
seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli seperti : 1). Buku hukum 
acara peradilan agama, 2). Kompilasi Hukum Islam, 3). Perkawinan 
dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif, 4). Hukum 




referensi dari bahan-bahan buku saja tapi penulis juga mengambil 
karya-karya penelitian sebelumnya beserta jurnal-jurnal yang 
mampu menjelaskan bahan hukum primer dan berkaitan dengan 
masalah yang diteliti oleh peneliti.  
F. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di 
uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui keberadaan nikah siri dalam hukum Islam dan Rancangan 
Undang-Undang peradilan agama dalam bidang perkawinan 
2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi nikah siri dalam Rancangan Undang-
Undang Peradilan Agama. 
b. Manfaat Penelitian  
1. Secara teoritis 
Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum 
dan agama pada umumnya, maupun pada bidang hukum perdata 
kemasyarakatan lebih khususnya dengan mempelajari literatur yang ada. 
Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan suatu referensi dan akan 
memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya bagi 
mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum. 
2. Secara praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi sistem perkawinan maupun 
pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian penulis ini juga di 




dalam hal membuat peraturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi 
pelaku nikah siri yang sesuai dengan hukum negara dan kaidah Islam agar 






TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI 
A. Pengertian Perkawinan  
Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu 
berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah 
persetubuhan. Kemudian secara majas di artikan akad, karena termasuk pengikatan 
sebab akibat. 15dan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS an-Nuur/24: 32. 
                         
             
Terjemahnya: 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui”.16 
Secara terminologi, menurut imam Syafi’i, nikah (kawin) yaitu akad yang 
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut imam 
hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual 
sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut imam malik 
nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum seamata-mata untuk 
membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati, apa yang ada 
pada diri seorang wanita yang boleh di nikahi dengannya. 
Menurut muta’akhirin nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum 
kebolehan  mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan 
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mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan 
pemenuhan kewajiban masing-masing. 
Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk 
keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.17 
Hemat penulis, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang 
laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan warahmah. Perkawian itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci 
dan sakral untuk hidup bersama antara laki-laki dan wanita dan membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal. 
Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada 
hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna 
melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan 
proses perkawinan harus di landaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh 
karenanya, dilihat dari aspek manusia tersebut pengaturan perkawinan tidak hanya 
didasarkan pada norma-norma hukum yang di buat oleh manusia saja, melainkan juga 
bersumber dari hukum tuhan yang tertuang dalam hukum agama.  
B. Tujuan dan Asas Perkawinan 
1. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi 
“Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
                                                          





suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.18 
Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai 
dan teratur. 
Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan 
dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, 
juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 
keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar 
tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 
keluarga dan masyarakat.   
Selanjutnya K. Wantjik Saleh mengemukakan bahwa perkawinan yang 
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa 
perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu 
saja, sebab pemutusan perkawinan selain karena kematian, diberikan suatu 
pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup 
akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. 
Tujuan dilaksanakanya perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk 
membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadis 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk 
memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan 
                                                          




perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan 
Rasulnya. 
Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk 
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang 
tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan, 
bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur dalam syari’ah.19 
Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup 
bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah 
warohmah). Dalam firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum/30: 21. 
 
                          
                  
 
Terjemahanya:  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.20 
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Dalam tafsir al-Misbah ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan 
menyatakan bahwa: Dan juga diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia 
menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri 
dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya 
yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu 
muwaddah dan rahmat sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.21 
Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut: 
a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
c. Memperoleh keturunan yang yah. 
Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan dalam 
lima hal, sperti berikut: 
a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
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e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal, 
dan memperbesar rasa tanggung jawab.22 
2. Asas-Asas Hukum Perkawinan 
Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perkawinan suci antara seorang 
laki-laki dan perempuan, memiliki beberapa asas diantaranya adalah: 
a. Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam 
kesukarelaan ini tidak hanya terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi 
juga antara kedua orang tua belah pihak. 
b. Asas persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi logis dari asas 
pertama. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan 
perkawinan. 
c. Asas kebebasan memilih pasangan, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang 
yang akan melangsungkan perkawinan bebas dalam memilih pendamping 
hidupnya kelak. 
d. Asas kemitraan suami istri, kemiraan ini menyebabkan kedudukan istri dalam 
beberapa hal sama dan hal lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri 
menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. 
e. Asas untuk selama-lamanya, asas ini menunjukkan bahwa perkawinan 
dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih serta 
kasih sayang selama hidupnya. 
C. Syarat dan Rukun Perkawian 
Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. 
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Jadi, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin terlaksana, sedangkan 
yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam 
perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau suatu syarat-syarat itu 
tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 
Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan menyebutkan:  
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya. 
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.23 
Pernyataan seperti tersebut diatas juga di jelaskan kembali pada bagian 
penjelasan pasal 2 Undang-Undang perkawinan yaitu ”dengan perumusan pasal 1 
ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu 
dapat diambil keputusan bahwa sah atau tidaknya  perkawinan itu tergantung dari 
pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang 
akan melaksanakan perkawinan tersebut. 
Syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, yaitu: 
1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kepada dua belah pihak 
calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. 
                                                          




3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dari garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain.24 
Adapun yang termasuk rukun perkawinan: 




                                                          




d. Akad nikah. 
Rukun dan syarat perkawinan wajib terpenuhi, bila tidak maka tidak sah suatu 
perkawinan tersebut. 
D. Hikmah Melakukan Perkawinan dan Sahnya suatu Perkawinan 
1. Hikmah Melakukan Perkawinan 
Allah menjadikan makhluk-nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia 
laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitupula tumbuh-
tumbuhan dan sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-
pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai 
dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tak 
mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.25 
Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia 
akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, serta hidup semati dan 
susah senang bersama sampai membentuk suatu keluarga yang utuh dan melahirkan 
keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan dari keturunanya itupula akan juga 
membangun sebuah rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru pula sampai 
seterusnya. Dari beberapa keluarga itulah berkumpul menjadi sebuah kampung, dari 
sebuah kampung pula berdirilah sebuah desa dan dari beberapa desalah kemudian 
melahirkan sebuah negara . 
Itulah hikmahnya Allah menjadikan adam jadi khalifah dimuka bumi, 
sehingga anak-anaknya berkembang biak meramaikan bumi yang luas ini. Pada saat 
itu Allah menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan anak adam. 
Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan 
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teratur itu harusla dengan melangsungkan suatu perkawinan dan akad nikah yang sah, 
serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang sanksi, bahkan di anjurkan supaya 
diumumkan kepada tetangga dan kerabat dengan mengadakan suatu pesta perkawinan 
(walimah). Dengan demikian maka terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga, lain 
dari pada itu kehidupan suami istri dengan keturunannya mempunyai ikatan yang 
sangat kuat dan turun-temurun tetap berhubungan dengan baik dan kuat sehingga tali 
persaudaraan tidak akan putus dan begitupula selanjutnya ibu dan ayah semakin hari 
semakin tua dan akan dirawat oleh anak-anaknya kelak dan anaknya juga akan 
semakin tua dengan bertambahnya usiannya dan keturunanya juga yang akan 
merawat dan begitulah seterusnya turun temurun. Itulah faedah mendirikan rumah 
tangga yang damai dan teratur dan lain dari pada itu faedah perkawinan ialah 
memeliharakan diri seseorang agar tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan 
(perzinaan), jika sudah ada seseorang yang mendampingi secara sah maka tentunya 
akan terhindar dari segala sesuatu yang menjerumus kedalam perbuatan maksiat. 
2. Sahnya suatu Perkawinan 
Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan itu dianggap sah jika dilakukan 
dengan akad, yang mencangkup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan 
laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan 
wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa 
adanya akad.26 
Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku disuatu 
negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan 
adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan 
                                                          





pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat 
administrasi dibanyak negara. Di negara Republik Indonesia, syarat sah suatu 
perkawinan telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan yang meliputi syarat 
materil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas 
yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan dan pada saat 
dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materil adalah syarat-syarat yang 
menyangkut pribadi calon suami-istri. Di dalam Undang-Undang perkawinan sahnya 
suatu perkawinan sudah diatur dalam pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut: 
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya; 
2. Tiapa-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.27 
Lebih lanjut dalam penjelasanya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan 
diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, hal ini sesuai dengan 
pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 
1. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa; 
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaanya itu.28 
Sesuai dengan isi Undang-Undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan 
yang sah menurut hukum perkawinan  nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan 
menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara 
Republik Indonesia, yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha 
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dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin 
keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata ‘hukum masing-masing 
agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang 
dianut oleh masing-masing kedua mempelai atau keluarganya sehingga hukum di 
Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama. 
Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di 
Indonesia, perkawina yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat 
kediaman mempelai, di mesjid ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA), ataupun di 
tempat yang telah disepakati, dengan ucapan Ijab dan Qabul dalam bentuk akad 
nikah. Ijab adalah ucapan pernyataan kehendak dari calon pengantin ‘menikahkan’ 
dari wali calon istri dan Qabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami atas ijab 
pihak perempuan29. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita 
calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si 
wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu 
yang sama, yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika 
tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi 
Muhammad SAW, yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “Tidak sah nikah kecuali 
dengan wali dan saksi yang adil”.30 
Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut 
menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan 
                                                          
29  Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Edisi ke dua (Jakarta: PT Bumi Aksara) h. 53. 
30 www.jurnal Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat 




kepercayaan masing-masing pemeluknya31, setelah perkawinan dilangsungkan 
menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaanya, maka kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan 
yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan 
pejabat yang berwewenang. 
Ada perbedaan pendapat antara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan 
berkaitan dengan pencatatan. Suatu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah 
apabila tidak di catatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, 
dan tidak di catatkan pada instansi yang tidak berwenang dalam hal ini Kantor Urusan 
Agama (KUA) kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. 
Untuk itu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 
Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan 
ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaanya, meskipun perkawinan 
tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai 
kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan 
dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan 
bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan 
secara hukum agama masing-masing.32 
E. Nikah Siri 
1. Perkawinan Siri 
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Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau 
sesuatu yang di sembunyikan33. Secara etimologis kata “sirri” berasal dari bahasa 
arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Kata sirri ini 
kemudian dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa 
nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan 
tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam 
tidak di umumkan oleh khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatatat 
di lembaga negara. 
Secara terminologi fiqhi Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas pesan 
suami, para saksi merahasiakannya untuk istri atau jamaahnya, sekalipun keluarga 
setempat. Menurut mazhab Hanafi, Maliki,dan Syafi’I perkawinan sirri tidak 
dibolehkan dalam agama Islam. 
Menurut A. Zuhdi Muhdlor, nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan 
diluar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karena pernikahan tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga suami istri tersebut tidak 
mempunyai surat nikah yang sah.34 
 Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal kalangan para 
ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya 
dengan nikah siri pada saat ini. 
Nikah siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan 
yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. 
Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 
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a. Adanya calon suami dan calon istri, 
b. Adanya wali perempuan, 
c. Adanya dua saksi yang adil, 
d. Ijab dan qobul. 
Selain rukun dan syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu 
dilakukan, yaitu kuthbah nikah dan penyebutan mahar atau maskawin nikah siri 
menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan 
hukum perkawinan (munakahat) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama 
Islam.35 
Pernikahan siri sering artikan oleh masyarakat umum dengan:  
a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan seperti ini dilakukan secara rahasia (siri) 
dikarenakan karna pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena 
menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin 
memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-
ketentuan syariat. 
b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak di catatkan dalam lembaga 
pencatatan negara. Banyak faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan 
pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara. Salah satunya karena 
faktor biaya ketidak mampuan untuk membayar administrasi pencatatan, ada 
pula karena faktor takut ketahuan melanggar aturan yang tidak boleh menikah 
lebih dari satu bagi pegawai negri sipil. 
c. Pernikahan yang dirahasiakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan strigma negatif dari dari 
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masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena 
pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang merahasiakan 
pernikahannya.36 
2. Nikah di Bawah Tangan 
Istilah “nikah di bawah tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan 
pada instansi yang telah di tentukan oleh peraturan perundang undangan. Nikah di 
bawah tangan timbul setelah berlakunya UU perkawinan secara efektif tahun 1975. 
Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sirri”, tentunya juga 
telah memenuhi ketentuan syariat yang benar. 
Nikah di bawah tangan dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan di 
instansi terkait, tetapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-
masing.37 
Menurut pasal 81 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW) perkawinan 
menurut upacara keagamaan baru dapat dilangsungkan setelah perkawinan dimuka 
pegawai Catatan Sipil.38 
Nikah dibawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan 
yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih atau hukum 
Islam. Namun, pernikahan ini dilakukan tanpa pencatatan resmi di instansi yang 
berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. 
Menurut fatwa Syekh al-Azhar yang dijabat oleh Syekh Dr. Jaad al-Haq 
dalam fatwa ulama tersebut apa yang dimaksud dengan az-zawaj al-urfy adalah 
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sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Di dalam hal ini Syekh Jaad al-Haq ali Jaad al-
Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori: 
a. Peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya 
sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh 
syariat Islam seperti yang dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku 
fiqih dari berbagai mazhab. Menurutnya ketentuan-ketentuan tersebut 
dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-
unsur tesebut secara sempurna telah terpenuhi maka akad nikah itu secara 
syarat dianggap sah. 
b. Peraturan yang bersifat Tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud 
agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan 
memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak 
yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar 
suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan itu secara 
syar’i nikahnya sudah dianggap sah apabila telah melengkapi segala syarat 
dan rukunnya seperti yang diatur dalam syariat Islam. 
Fatwa Syekh al-Azhar tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan 
seenaknya saja melanggar Undang-Undang disuatu negara, sebab dalam fatwanya 
beliau mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar setiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.39 
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Nikah siri dan nikah dibawah tangan menurut hemat penulis berdasarkan 
beberapa pendapat dan persepsi masyarakat mengenai nikah siri dan nikah dibawah 
tangan tersebut dan juga berdasarkan dengan literatur yang ada nikah siri dan nikah di 
bawah tangan hampir sama karena rukun dan syarat wajib pernikahan sudah 
dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, hanya saja ada sunnah yang tidak terpenuhi. 
Nikah siri yaitu, nikah yang dilaksanakan secara diam-diam dan tidak dicatatkan atau 
didaftarkan pada instansi terkait. Sedangkan nikah dibawah tangan tidak juga 
dicatatkan pada instansi dan juga dilakukan tanpa ada publikasi pada warga setempat. 
3. Macam-Macam Nikah Siri 
Sepanjang yang diamati dan diketahui penulis, macam-macam nikah siri dapat 
diunkapkan sebagai berikut : 
a. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya 
pendaftaran/pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). 
b. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon 
mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan 
kedinasan yang tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu. Dari pihak 
orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga 
untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina. 
c. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon 
mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan 
adanya perjodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai 
tidak lagi menikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai 




d. Nikah sirih dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan 
istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila menikah secara resmi akan 
terkendala dengan Undang-Undang maupun aturan lain, baik yang 
menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian 
ataupun jabatan. 
e. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki 
tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaanya. Karena dengan 
alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib  dilakukan 
kawin siri. 
f. Nikah siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah 
beristri karena kesulitan meminta ijin/tidak berani minta ijin kepada istri 
pertamanya maupun tidak merasa nyaman dengan mertuanya.40 
4. Pelaksanaan Nikah Sirri 
Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah siri dilaksanakan 
sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab 
qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di 
KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan 
pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap 
memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama 
ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan siri. 
Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah siri yang dilakukan 
kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal 
kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara 
                                                          
40 www.wordpress.com Endan Sri Lestari, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri (diakses 




pernikahan siri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 
sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak 
pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat 
rumah. 
Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah siri yang 
menyebutkan bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini 
menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga 
melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan 
yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui keberadaan orang-
orang yang melakukan nikah siri tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan 
itu.  
Untuk sahnya pernikahan siri ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan 
dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan 
seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan 
sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula 
yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain 
yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam 
pelaksanaan nikah siri selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan 
dua orang perempuan atau satu orang laki-laki.  
Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul 
atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab 
meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul 




dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, 
perbedaannya hanya tidak ada pencatatan.  
Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan dengan 
didalam proses ijab qabul diucapkan pula sighat ta’lik, sebagaimana tercantum dalam 
buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau 
tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau 
jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, 
kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta 
membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu. 
Jika memperhatikan proses sighat ta’lik dalam peraturan agama Islam, 
kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah siri. 
Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, sighat ta’lik dapat memberikan 
kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji 
seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan 
lebih baik.  
Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan siri yang dilakukan tidak 
memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha 
membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan 
antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan 
sebagai bukti materil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka. 
Kelihatannya orang-orang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka 
lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk 




Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin 
laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab mahar adalah 
lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan 
anak-anaknya. Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam QS. An-Nisa/4: 4 dan juga 
dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, “Calon mempelai pria wajib 
membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 
disepakati oleh kedua belah pihak.”  
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 
kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini 
tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. 
Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau 
belum dilunasi dan merupakan tagihan istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati 
oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum 
dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya. 
Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan 
persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum 
pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut 
hukumnya haram. Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan 
perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan 
perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi 
kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Ramayulis lebih lanjut 





Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun 
tidak semua istri dari pernikahan siri ini mendapat nafkah secara wajar dari suami 
mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepesernpun. Namun jika 
suami membelikan sesuatu terkadang ia meminta dua buah dengan maksud satu 
untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya. 
b. Relasi Gender suami istri dalam nikah siri 
Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan 
kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban dan 
kebersamaan diantara mereka. Menurut Ramayulis persahabatan, kebersamaan dan 
keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma 
agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, 
keakraban dan kebersamaan dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan 
mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) antara suami dan istri dalam 
sebuah keluarga yang sakinah. Namun tidak jarang keluarga dibangun seperti berdiri 
diatas api karena didalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih 
banyak diisi dengan pertengkaran dan ketidakpercayaan.41 
5. Hukum Nikah Siri Menurut Ulama 
Beberapa ulama juga mengeluarkan pendapatnya berdasarkan ajaran-ajaran 
Islami yang mengacu pada boleh atau tidaknya melakukan nikah siri, diantaranya: 
a. Ulama fiqih 
Mayoritas ulama ahli Fiqh pernikahan  berpendapat bahwa hukum nikah siri 
tidaklah sah. Sebab perbuatan nikah siri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi 
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shallallahu alaihi wa sallam. Dan resikonya bisa menimbulkan fitnah di masyarakat 
sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam. 
b. Mazhab As Syafi’iyah 
Menurut pendapat mazhab Syafi’i, hukum pernikahan nikah siri tidak sah. 
selain secara fiqh, terminologinya dianggap tidak sah, nikah siri juga disinyalir akan 
mampu mengundang fitnah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. 
 
c. Mazhab Al-Maliki 
Menurut mahzab Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas 
permintaan calon suami, dimana para saksi harus merahasiakannya dari keluarganya 
dan orang lain. Menurut mahzab Maliki, nikah siri hukumnya tidak sah. Pernikahan 
ini bisa dibatalkan. Namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan maka 
pelaku bisa memperoleh hukuman rajam (had) dengan diakui empat orang saksi. 
d. Mahzab Hanafi 
Sebagaimana mazhab Syafi’i dan Maliki, mazhab Hanafi juga tidak 
membolehkan pernikahan siri atau nikah sembunyi-sembuyi tanpa wali. 
e. Mazhab Hambali 
Mazhab Hambali memiliki pendapat berbeda dari ketiga mazhab lainnya. 
Ulama dari mazhab hambali berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai 
syariat Islam (memenuhi rukun nikah) maka sah untuk dilakukan. Tapi hukumnya 
makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. 
f. Khalifah Umar bin Al-Khattab 
Pada zaman kepemimpinan khalifat Uman bin Al-Khattab, beliau pernah 




Adapun penjelasan hadis menenai nikah siri yaitu: 
1. Dari Aisyah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka 
nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu daud, dan baihaqi). 
2. Dari Abu Musa al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda: “Tidak ada nikah (batal), kecuali dengan wali.” (HR. 
Abu Daud, tirmidzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, thabrani). 
F. Perkawinan Sirri  Menurut Hukum  Islam 
Nikah dalam syariat Islam itu di artikan sebagai sebuah akad yang 
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong 
antara laki-laki dan pere mpuan yang bukan mahramnya dengan rukun dan syarat 
yang telah di tentukan. Al-Qur’an menyebut nikah sebagai mitsaq (perjanjian) antara 
suami dan istri sejak terjadinya akad.42 
Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan 
perempuan sebagai mana yang di jelaskan oleh Allah SWT dalam QS Yaasiin/36: 36. 
                       
   
Terjemahnya: 
 “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 
tidak mereka ketahui”43. 
Dari kehidupan berpasangan , manusia di syariatkan untuk menjalin sebuah 
hubungan yang bahagia dan harmonis untuk mengembangkan keturunan, dan 
menjalankan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan 
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syariat yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang 
disebut nikah. 
Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaanya dalam persimpangan 
antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada diruang 
publik/sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan 
maupun pada pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. 
Selain itu perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-
batasan yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 
kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang 
telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupanya Islam tidak 
menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini 
sangat berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.44 
Islam ”menyukai” pernikahan dengan menyebutnya sebagai perilaku para 
Nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki manusia. Rasulullah 
SAW bersabda “ Empat fitrah yang dimiliki oleh manusia, yaitu memakai pacar, 
wangi-wangian, bersiwak (gosok gigi), dan menikah”.45 
Perkawinan jika dipandang dari segi hukum itu merupakan suatu perjanjian. 
Oleh karena itu, terdapat dalam QS an-Nisa/4: 21. 
                      
    
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Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. 46 
Disini sudah jelas bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci 
dan sakral. Perkawinan jika di pandang dari segi agama itu adalah suatu yang sangat 
pengting. Dalam agama, perkawinan itu di anggap sebagai suatu lembaga yang suci. 
Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai 
suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama 
Allah,47 sebagaimana yang terkandung dalam QS an-Nisa/4: 1. 
                         
                              
        
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”48 
     Secara umum dalam kaidah Fiqih nikah siri atau nikah di bawah tangan ini 
sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Hal ini sesuai dengan yang dimuat 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, pernikahan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan.49 
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Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Golongan ulama 
konservatif-klasik mengatakan bahwa nikah siri itu sah. Selama sesuai dengan  
aturan agama Islam, yakni terpenuhi rukun dan syarat sah nikah. Sedangkan 
golongan ulama kontemporer-moderen mengatakan bahwa nikah siri tidak sah dan 
termasuk perbuatan yang tidak etis. Pasalanya, kebanyakan dari pelaku nikah siri 
tidak memenuhi hak-haknya atau tidak memenuhi kewajibanya sebagai suami 
sebagaimana mestinya. Begitu juga, hal ini akan merugikan pihak perempuan 
sebagai istri yang dimata hukum memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang.50 
G. Perkawian Sirri Dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan perkawinan 
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk 
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan jelas dan tegas menyebutkan: “ suatu perkawian 
sah apabila di lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya”. 
Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “tiapa-tiap perkawinan di catat menurut 
peraturan yang berlaku”.51 
Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Karena nikah siri menurut hukum 
positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Karena pada peraturan perundang-undangan tersebut 
menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum 
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masing-masing agama dan kepercayaanya itu dan tiap-tiap perkawinan di catatkan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.52 
Namun ada dua pendapat  yang bertentangan dalam UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan antar sah atau tidaknya perkawinan Siri. yang berpendapat bahwa 
perkawinan siri atau nikah dibawah tangan ini sah menyatakan bahwa di dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawian mengenai tujuan pencatatan 
ini tidak di jelaskan lebih lanjut, hanya penjelasan umum yang menyatakan bahwa 
pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting di dalam kehidupan manusia, seperti : kelahiran, dan kematian yang 
akan menjadi alat bukti autentik jika terjadi suatu peristiwa hukum. Sedangkan yang 
berpendapat bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan ini tidak sah menyatakan 
bahwa dalam pasal 2 ayat (2) di nyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
Undang-Undang yang berlaku.53 Karena pencatatan itu bertujuan untuk ketertiban 
dalam masyarakat, maka pembuatan akta perkawinan itu sangat di anjurkan karena 
manfaat yang di dapatkan dengan adanya akta nikah lebih besar dibandingkan tidak 
ada akta nikah. Namun, hemat penulis bahwa pencatatan perkawian tidak 
menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan karena sah atau tidaknya perkawinan 
terletak pada rukun dan syarat sah perkawinan. 
Nikah siri jika di pandang dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia, nikah 
siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangn yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 
No. 1/1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawian disamping harus 
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dilakukan secara sah menurut agama, juga harus di catat oleh pejabat yang 
berwenang. Dengan demikian, nikah siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai 
kekuatan hukum.54 Jadi perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan 
berdampak nantinya, sebab perkawinan yang tidak di catatkan tidak mendapat 
perlindunagn hukum, pelayanan hukum, dan juga perkawinanya tidak diakui dalam 
daftar kependudukan setempat dan ini juga akan berdampak buruk bagi anak-anak 
mereka. 
H. Pencatatan Perkawinan  
Pencatatan perkawian adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah 
perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan 
di kantor urusan agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan 
perkawinan yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) bagi yang 
beragama selain Islam.55  
Adapun ketentuan hukum yang di dapat oleh penulis berdasarkan literature 
yang ada tentang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada: 
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam 
pasal 2 ayat (2). 
2. Peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawian, yang terdapat dalam 
pasal 2 sampai pasal 9. 
3. Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
yang terdapat dalam pasal 5 sampai pasal 7 KHI. 
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Akan tetapi pemahaman masyarakat pedesaan masih sangat minim tentang 
perlunya pencatatan atau administrasi dalam suatu perkawinan. Sehingga jika kita 
melihat realita yang ada di Indonesia sekarang ini nikah siri masih saja di lakukan 
oleh banyak masyarakat karna keterbatasan mereka tentang pengetahuan hukum, juga 
mungkin karena faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan 
administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Adapun tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan yaitu:  
a. tujuan pencatatan perkawinan  
pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga 
orang yang melangsungkan perkawinan melalui pencatatan akan 
mendapatkan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik nantinya, 
sehingga perkawinan tersebut bisa di pertahankan di hadapan hukum 
ataupun di hadapan masyarakat. 
b. Ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari pencatatan perkawinan 
di KUA yaitu: 
1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawiana 
yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada giliranya akan membatu proses 
terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
warahmah.56 
I. Peradilan Agama 
                                                          





Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. 
Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara 
tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.57 Tidak semua jenis perkara dapat di 
selesaikan di peradilan agama karena peradilan agama hanya di peruntukkan hanya 
orang-orang Islam, peradilan agama sering di sebut-sebut sebagai peradilan Islam di 
Indonesia dan tidak semua negara mempunyai peradilan agama hanya negara yang 
masyarakatnya mayoritas Islam lah yang memiliki peradilan agama. Untuk 
menghindari kekeliruan di kalangan masyarakat yang non muslim maka “peradilan 
Islam di Indonesia” cukup di gunakan istilah “peradilan agama”. Semua peradilan 
mempunyai prinsip-prinsip kesamaan secara umum dan secara khusus. 
1. Wewenang peradilan agama 
Wewenang atau kekuasaan peradilan agama ada dua yaitu: 
a. Wewenang Relatif 
Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang berkaitan 
dengan wilayah geografis dimana pengadilan agama itu berkedudukan.58 
Artinya, kewenangan peradilan agama terbatas berdasarkan wilayahnya 
untuk menagani perkara-perkara yang di ajukan harus sesuai wilayah 
geografis dimana pengadilan agama itu berkedudukan. Peradilan agama 
tidak bisa menerima perkara-perkara dari luar batas wilayah kewenangnnya  
b. Wewenang Absolut 
Kekuasaan absolut peradilan agama adalah kekuasaan yang 
berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang dapat diterima, diperiksa dan di 
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selesaikan. Peradilan agama tidak boleh memeriksa perkara-perkara di luar 
kewenanganya. Artinya, peradilan agama tidak boleh menerima perkara 
diluar kewenagannya berdasarkan peraturan peradilan agama yang sudah di 
buat. Peradilan agama merupakan peradilan khusus jadi peradilan agama 
hanya berwewenang menagani kasus-kasus tertentu saja seperti hukum 
kekeluargaan di Indonesia.  
2. Macam-macam perkara di peradilan agama 
Untuk memahami lebih mendalam mengenai kekuasaan peradilan 
agama dalam menangani perkara. Maka, peneliti akan menguraikan jenis 
perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan peradilan agama. 
a. Perkara di bidang perkawinan 
Perkara di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan 
agama merujuk  pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meliputi: 
Anak Dalam Kandungan, Kelahiran, Pemeliharaan Anak, Perkawinan (Akad 
Nikah), Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Dalam Perkawinan, 
Putusnya Perkawinan, Pemeliharaan Orang Tua, Kematian, Kewarisan.59 
b. Perkara kewarisan, wasiat dan hibah 
Ketiga jenis perkara tersebut merupakan bagian dari kompetensi 
peradilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) UU 
Nomor 7 Tahun 1989, khusus mengenai perkara kewarisan. Sedangkan untuk  
wasiat dan hibah, tidak ada penjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang 
berkaitan denganya.60  
c. Perkara wakaf dan shadaqah 
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Tidak ada penjelasan khusus mengenai waqaf dan shadaqah dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1989. Dengan demikian, yang di maksud adalah waqaf dan 
shadaqah menurut konsepsi hukum Islam secara universal dan tidak hanya 
terbatas pada perwakafan tanah milik seperti yang diatur dengan PP Nomor 28 
Tahun 1977. 
Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda 
miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selamanya diambil 
manfaatnya bagi kepentingan kebaikan. 
Shadaqah adalah perbuatan memberikan benda atau barang, baik 
berupa benda bergerak atau benda tetap, yang segera habis bila dipakai atau 
tidak, kepada orang lain atau badan hukum seperti yayasan atau lembaga 
tanpa imbalan dan tanpa syarat.61 
  
                                                          





LATAR BELAKANG PENGADAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
BIDANG PERKAWINAN 
A. Sejarah Diadakan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama di Bidang 
Perkawinan 
Rancangan Undang-Undang peradilan agama di bidang perkawinan mulai 
dirumuskan karena adanya pelanggaran yang berulang terus-menerus di masyarakat 
mengenai perkawinan. Sejak diundangkanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 
merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam  khususnya dan masyarakat 
Indonesia umumnya. Undang-Undang ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum 
perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam Memiliki 
eksistensinya sendiri, tanpa harus di resipiir oleh hukum adat. Karena itu, sangat 
wajar, apabila ada yang berpendapat, kelahiran Undang-Undang perkawinan ini 
merupakan ajal teori iblis receptive yang dimotori snouck Hurgronje. Pencatatan 
perkawinan seperti yang di atur dalam pasal 2 ayat (2). 
Sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan 
perkawinan lebih menekankan perspektif fiqih sentris. Menurut pemahaman versi ini, 
perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqih 
terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini masih di 
praktekkan di berbagai kalangan masyarakat dengan menghidupkan prakte nikah siri  
tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi 
tugas.62 
                                                          
62 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama (Cet. VI; Jakarta: Pt Raja 




Pada mulanya Syari’at Islam baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah tidak 
mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini  berbeda dengan 
ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk 
mencatatnya.63 Tuntunan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan 
kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturya dalam Undang-Undang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Akaibat yang akan timbul seperti, apabila salah satu 
pihak melalaikan kewajibanya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, 
karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang 
dilangsungkannya. 
Lembaga pencatat perkawinan merupakan syarat administratif, selain 
substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan 
manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. 
Manfaat pencatatan perkawinan ada dua yaitu: manfaat preventif dan manfaat 
represif. 
Manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan 
atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama 
dan kepercayaanya maupun menurut perundang-undangan. Sedangkan yang 
dimaksud Manfaat represif yaitu untuk membantu masyarakat, agar di dalam 
melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih 
saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.64 
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Sejak tahun 2010, Departemen Agama RI telah mengajukan Rancangan 
Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama di bidang perkawinan (RUU 
HMPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan Undang-Undang ini 
bertujuan untuk menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-
Undang No.1 Tahun 1974, bidang perkawinan terhadap sanksi bagi pelaku 
perkawinan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).  
Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) belum memuat tentang adanya sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak di 
catatkan, hanya memuat tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama 
(KUA), inilah yang melatar belakangi diadakanya Rancangan Undang-Undang 
Hukum Materil Peradilan Agama agar terjadi ketertiban dalam suatu perkawian dan 
berkurangnya pelaku nikah siri di masyarakat. Rancangan Undang-Undang ini juga 
bertujuan agar masyrakat mulai sadar akan pentingya mencatatkan suatu perkawian, 
sehingga tidak ada lagi praktik nikah siri dalam masyarakat Islam terkhususnya dan 
di Indonesia umumnya. 
Jika perkawian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka suami istri 
dan anak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak di 
catatkan dapat menyebabkan suami istri dan anak yang dilahirkan tidak memperoleh 
perlindungan hukum. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan hukum perkawinan 
mengenai pencatatan perkawinan melalui kontekstual, sehingga dapat memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami istri dan anak yang dilahirkan dari 
suatu perkawian. Bahkan jika kita coba perhatikan ayat Mudayanah (QS al-
Baqarah/2: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk 
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Terjemahanya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS al-
baqarah/2:282)65. 
Kepastian hukum dalam pernikahan menjadi hal yang harus ditaati oleh setiap 
warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini 
meskipun mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan, namun aturan-aturan hukum 
yang telah diberlakukan. Belum mengatur masalah pemidanaan atau sanksi bagi yang 
tidak melaksanakan pencatatan perkawinan. Jadi inilah juga menjadi salah satu alasan 
diadakan sebuah Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama 
Bidang Perkawinan, pemerintah memunculkan pasal-pasal tentang pengaturan 
perkawinan siri di dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan 
Agama (RUU HMPA), sebagai salah satu upaya dalam reformatif Undang-Undang 
Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk merespon tuntutan dan 
kebutuhan perkembangan zaman dengan beberapa pertimbangan Kemaslahatan. 
B. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama di Bidang 
Perkawinan 
Sejak beredar kabar nikah siri, kawin mut’ah, serta poligami yang tidak 
dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah telah menjadi bagian draf Rancangan 
Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang 
Perkawinan yang masuk dalam draf Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 
2010, respon masyarakat pun cukup beragam terhadap lahirnya Rancangan Undang-
Undang ini. Terlebih lagi bila Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan, para 
                                                          




pelanggar yaitu nikah siri, mut’ah, dan poligami akan dapat dijerat dengan hukum 
pidana dan bisa dihukum penjara. 
Ketua MK Mahfud M.D. sangat setuju dan mendukung sanksi pidana bagi 
pelaku nikah siri berbeda dengan ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. Menurut Mahfud 
praktek nikah siri telah menimbulkan banyak korban di kalangan perempuan dan 
anak-anak karena tidak diakui oleh negara sehingga tidak bisa menjadi ahli waris. 
Karena itu, perlu adanya Undang-Undang yang melarang praktek nikah siri. Nikah 
siri yang terjadi kerapkali keluar dari kontek ibadah, tetapi hanya semata-mata hanya 
untuk memenuhi dorongan atau pelepasan nafsu seksual. 
Sebaliknya menurut Ifdal kasim, pasal pidana bagi pelaku nikah siri dinilai 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan merupakan hak privasi dan peran 
negara hanya untuk melegalkannya. Dalam hal ini negara harus bersifat pasif dan 
tidak ikut menentukan untuk menghormati hak asasi warga negara karena itu, 
pengajuan Rancangan Undang-Undang tersebut, menurut Ifdal, sebagai bentuk 
intervensi negara terhadap wilayah privasi warga negara. Akan banyak keterlibatan 
negara yang mengkriminalisasikan pelaku yang tidak mencatatkan perkawinan 
mereka.66 
Yang menjadi kontroversial terhadap lahirnya Rancanga Undang-Undang ini 
adalah adanya ancaman pidana bagi pelaku nikah siri. Hal ini tertuang dalam pasal 
143 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama bidang 
Perkawinan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja 
melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana 
dengan pidan denda paling banyak 6 juta atau hukuman paling lama 6 bulan. 
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Lahirnya Rancangan Undang-Undang ini mendapat sambutan baik dikalangan 
aktivis. Seperti diketahui bersama nikah siri adalah nikah yang dilakukan hanya 
berdasarkan hukum agama saja tanpa memenuhi aturan perundang-undangan yang 
berlaku karena pernikahan ini tidak di catatkan. Sehingga jika terjadi perceraian, sulit 
bagi pihak perempuan untuk menuntut haknya di pengadilan sebagai seorang istri 
yang dicerai. Sedangkan anak-anak hasil dari nikah siri, mereka tidak mempunyai 
akta kelahiran yang menyatakan sebagai anak sah dari orang tua mereka. Akibat dari 
tidak adanya bukti dari pernikahan, maka anak dari hasil nikah siri sulit untuk 
menjadi ahli waris dari ayah kandungya sendiri, karena secara hukum nasional 
mereka bukan anak ayahnya,mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan 
ibunya. 
Sedangkan dari kalangan lain menolak Rancangan Undang-Undang ini. 
Mereka berpedoman bahwa nikah siri adalah halal dan sesuai dengan syariat Islam. 
Dengan melarang nikah siri bererti melanggar hak asasi manusia. Di sini kita serba 
salah di satu sisi, pemerintah hanya ingin menertibkan perkawinan warga negaranya 
dengan mencatatkan perkawinan dan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dimana perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut 
agama masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini di untuk 
melindungi secara hukum, terutama bagi istri siri dan anak dari hasil nikah siri. 
Sedangkan dari pihak lain, soal pernikahan adalah perintah agama, jadi tidak 
mungkin bagi orang yang menjalankan perintah agama akan dikenakan hukuman, 
karena itu adalah hak privasi mereka.67 
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Praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadi unsur 
lahirnya Rancangn Undang-Undang (RUU) ini karena pada kenyataanya tidak 
sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu 
kepada lembaga keagamaan masing-masing, fakta ini harus diakui karena pengakuan 
negara terhadap pluralism hukum yang tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan 
hukum dalam keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai 
contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan pada konteks agama, 
yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada 
faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan siri 
cenderung dilakukan terutama untuk antisipasi berbagai kemungkinan perilaku yang 
mengarah kepada perbuatan asusila atau dosa secara sosial maupun secara agamawi. 
Kriminalisasi atau pemidanaan nikah siri adalah upaya untuk menjamin dan 
melindungi hak pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Fenomena yang 
terjadi, pencatatan pernikahan merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal 
anjuran pemerintah. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih 
memandang bahwa keabsahan dari sisi agama lebih penting karena mengandung 
unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, dari pada sisi duniawi seperti mencatatkan 
perkawinan yang menjadi langkah kedua setelah ketenangan batin di dapatkan. 
Rancangan Undang-Undang HMPA yang diajukan pemerintah memuat 
ketentuan pidana adalah pasal 143-153. Ancaman hukuman untuk tindak pidana yang 
diatur dalam RUU tersebut bukan hanya untuk praktik perkawinan siri. Ancaman 
pidana juga berlaku untuk perkawinan mut’ah, perkawian kedua, ketiga, dan keempat 
poligami, serta perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, melakukan perzinaan 




tidak berhak. Ancaman pidana untuk praktik-praktik pernikahan tersebut bervariasi, 
mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dar Rp 6 juta sampai Rp 12 juta. 
C. Kronologi Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama di Bidang 
Perkawinan 
Rancangan Undang-Undang hukum peradilan agama bidang perkawinan 
terdiri dari 24 bab, memuat 156 pasal. Sebenarnya nikah siri atau poligami sah 
menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat nikah dalam ketentuan 
syar’I, tetapi tidak bagi hukum positif negara Indonesia. Karena dalam pasal 2 ayat 2 
Undang-Undang perkawinan (UUP) mengikat bahwa setiap perkawinan harus 
dilakukan pencatatan. 
Dalam PP Undang-Undang perkawinan baik Kantor Urusan Agama (KUA) 
maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS) dan sebagai negara Pancasila Indonesia 
menganut asas hukum mengikat, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, 
jika hendak dikatakan hukum maka harus diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang 
atau peraturan lainnya yang bersifat positif. 
Munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materil peradilan agama 
bidang perkawinan ini menjadi sorotan yang cukup tajam dari masyarakat mengenai 
pernikahan siri dengan pengaturanya dalam perundang-undangan perkwinan di  
Indonesia. Di satu sisi pernikahan siri sebagaimana pengertianya adalah sah dalam 
pandangan kitab-kitab fiqih yang selama ini menjadi pengangan mayoritas umat 
Islam di Indonesia di sisi lain negara melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak 
mengakui pernikahan tersebut karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-




siri itu tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia bahkan pernikahan tersebut 
dianggap sebagai tindak pidana yang diancam hukuman kurungan dan denda.68 
Jika ditinjau dalam aturan hukum Islam, pencatatan perkawinan memang tidak 
pernah disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, bahkan di masa 
paara Imam Mazhab pun tidak ditetapkan hukum tentang keharusan melakukan 
pencatatan. Adanya peraturan pencatatan perkawinan yang secara jelas yang 
ditetapkan dalam pembaharuan hukum keluarga dibeberapa negara Islam, termasuk di 
Indonesia, walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara Islam hanya saja mayoritas 
penduduknya memeluk agam Islam. 
Seiring dengan perkembangan zaman pencatatan perkawinan dirasa memang 
sangatlah penting, mengingat banyaknya masalah yang muncul akibat dari tidak di 
catatkanya perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti tidak di akuinya anak 
sebagai ahli waris yang sah, adanya pengingkaran status anak, tidak bisanya istri 
menuntuk hak-haknya ketika terjadi suatu perceraian, dan masih banyak lagi dampak 
negatif dari tidak di catatkanya suatu perkawinan. 
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bebtuk tertib administrasi dan 
tertip hukum, di era seperti saat ini pencatatan perkawinan memang dirasa sangatlah 
penting. Tertib administrasi memang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam yang 
tercantum di dalam Al-Qur’an QS Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi: 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.69 
Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah itu harus 
dicatatkan, jadi secara tidak langsung ayat ini juga menyinggung tentang pencatatan 
perkawinan. Karena perkawinan selain sebagai ibadah juga termasuk dalam 
mu’amalah karena hubungan perjanjian manusia dengan manusia. Jika hanya 
mengandalkan alat bukti pernikahan berupa saksi hidup tidaklah cukup, karena batas 
umur manusia tidak ada yang tau. Oleh sebab itu adanya perintah untuk mencatatkan 
perkawinan dirasa sangatlah penting karena di catatkanya perkawinan akan 
menghasilkan bukti yang kuat berupa akta nikah.70 




a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan 
c. Konsiderans 
d. Dasar Hukum 
e. Diktum 
3. BATANG TUBUH 
a. Ketentuan Umum 
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b. Materi Pokok Yang Diatur 
c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 
d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 
e. Ketentuan Penutup 
4. PENUTUP 
5. PENJELASAN (jika diperlukan) 
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)71 
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SANKSI PIDANA BAGI PELAKU NIKAH SIRI DALAM RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN 
 
A. Keberadaan Nikah Siri Dalam Hukum Islam dan Rancangan Undang-
Undang Peradilan Agama bidang Perkawinan 
Ta’rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 
hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang bukan mahram.72 
1. Keberadaan Nikah Siri dalam Islam 
Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaanya dalam persimpangan 
antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada diruang 
publik/sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan 
maupun pada pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. 
Selain itu perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-
batasan yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 
kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang 
telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupanya Islam tidak 
menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini 
sangat berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.73 
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Pernikahan siri di indonesia sah menurut agama Islam selama rukunya 
terpenuhi. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain: ada pengantin laki-laki, 
pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan qabul. 
Meski demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat tidak 
melakukan nikah siri dan memilih pernikahan resmi sesuai hukum yang berlaku. 
Wakil ketua Umum MUI Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan sudah sejak 
lama menghimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan Undang-
Undang Perkawinan. Alasanya, meski nikah siri sah secara agama, namun tak 
memiliki kekuatan hukum. Ma’ruf Amin menjelaskan pernikahan siri (nikah dibawah 
tangan) sah dalam Islam, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak 
sah menurut negara karena kalau menurut hukum negara sebuah perkawinan harus 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).74 
Nikah siri dikenal masyarakat dengan pernikahan yang sah secara agama 
namun tidak dicatatkan dalam administrasi Kantor Urusan Agama (KUA). 
Pernikahan ini dilangsungkan secara sembunyi atau rahasia dengan pertimbangan 
tertentu kedua belah pihak. Pernikahan siri sebenarnya tidak ada dalam agama Islam. 
Karena pada zaman Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mencontokan nikah siri. 
Rasul jutru memerintahkan agar menggelar perayaan pernikahan dengan memotong 
seekor kambing. Namun jika tidak mampu, maka cukup dengan makanan seadanya 
saja. Tujuanya memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat.75 
Nikah siri mulai dikenal sejak pemerintah campur tangan dalam pelaksanaan 
perkawinan dan mulai mengeluarkan peraturan tentang adanya pencatatan 
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perkawinan di Kantor Uruan Agama (KUA), disinilah nikah siri mulai dikenal dan di 
anggap ilegal karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. 
Masyarakat memahami nikah siri atau nikah dibawah tangan sebagai sebuah 
pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan nikah 
siri dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif (hukum 
negara).76   
     Secara umum dalam kaidah Fiqih nikah siri atau nikah di bawah tangan ini 
sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Hal ini sesuai dengan yang dimuat 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, pernikahan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan.77 
2. Keberadaan Nikah Siri dalam Rancagan Undang-Undang 
Secara qada’i (aturan negara) sebuah perkawinan di indonesia baru dianggap 
sah apabila dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama 
(KUA). Adanya dua ketentuan hukum di Indonesia yaitu qada’i (aturan Negara) dan 
diyan (aturan yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah atau kitab-kitab fiqih). 
Ketentuan hukum fiqh/diyani dan hukum Negara qada’i tentu saja menimbulkan 
perdebatan sejak munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 
1975 dan terakhir di kukuhkan lagi dengan Inpres No.1 Tahun 1991 berkenaan 
dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perdebatan itu semakin memuncak ketika 
diwacanakan dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 2010 di 
Indonesia untuk mempidanakan pelaku yang tidak taat kepada hukum negara dan 
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semua yang terlibat dalam pelaksanaan nikah siri dengan pidana denda sebanyak Rp. 
6.000.000.00. atau kurungan selama 6 bulan. Munculnya ide untuk memperbaharui 
Undang-Undang peradilan agama di Indonesia salah satunya dipicu oleh banyaknya 
kasus-kasus nikah siri yang terjadi seolah-olah tidak menghormati aturan-aturan yang 
dibuat oleh negara.78 
Keberadaan nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang di atur dalam 
beberapa pasal di antaranya: 
Pasal 143 Rancangan Undang-Undang yang hanya diperuntukkan bagi yang 
beragama Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan 
perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di pidana  dengan 
ancaman hukuman bervariasi, mulai dari benam bulan hingga tiga tahun dan denda 
mulai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Selain menyinggung masalah nikah siri, 
Rancangan Undang-Undang ini juga menyinggung nika mut’ah atau kawin kontrak.79 
B. Pengaturan Sanksi Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-Undang 
Peradilan Agama 
Pengaturan sanksi nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan 
agama terdapat dalam Bab XXI Ketentuan Pidana pasal 143-151. Peneliti akan 
menjelaskan pasal demi pasal dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama 




                                                          
78 Aidil Alfin dan Busyro, Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 
Islam Indonesia, h. 63 (diakses pada tanggal 14 Januari 2019 pada pukul 13.25). 
79 www.google.com Nikah Siri Dalam Islam- Pengertian-Hukum Dan Jenisnya, (diakses pada 










Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan 
Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana 
dengan pidana denda  paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 




Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 





Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau 
keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- 




Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan 
sebagaimana dalam Pasal 110 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 




Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum 
kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak 




Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 







Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan  bertindak seolah-olah 
sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam 




Setiap  orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana 




Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143, dan 
Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud 
dalam  Pasal 141, Pasal 144, Pasal 146, dan Pasal 147 adalah tindak pidana 
kejahatan.80  
Seperti yang tertera di atas bahwa pasal yang mengenai tentang pernikahan 
siri diatur dalam pasal 143-148. Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama 
ini mengatur tentang sanksi  bagi orang-orang yang melanggar aturan seperti nikah 
siri atau nikah dibawah tangan dan nikah mut’ah. Meski mengetahui bahwa 
pernikahan yang tidak melakukan administrasi atau pencatatan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) adalah pelanggaran dan memiliki sanksi tersendiri. Namun tetap 
melaksanakan pernikahan yang disebut sebagai nikah siri atau nikah dibawah tangan 
tanpa memperdulikan peraturan yang ada karena kebanyakan orang masih 
berpedoman kepadan fiqih klasik yang menurut masyarakat sebagian pernikahanya 
sah walaupun tidak di catatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). 
                                                          






Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan agama ini bukan hanya memuat 
tentang sanksi orang yang melakukan nikah siri, namun mengatur juga tentang sanksi 
orang-orang yang turut serta dalam pernikahan siri yang dilaksanakan seperti: 
1. Orang yang menjadi wali nikah namun tidak mempunyai hak untuk menjadi 
wali nikah. 
2. Orang yang menikahkan atau bertindak sebagai Pejabat Pencatat Nikah 
(PPN). 
3. Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang melanggar kewajibanya.81 
Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut semua 
pelanggaran mempunyai sanksi tersendiri agar memberi efek jerah kepada 
masyarakat yang sering melanggar aturan dalam melangsungkan sebuah pernikahan 
tanpa mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara. 
Peneliti sepakat dengan adanya sanksi yg terkandung dalam Rancangan 
Undang-Undang ini karena akan meminimalisir adanyan pelaksanaan pernikahan siri 
sebab sudah ada sanksi yang mengatur mengenai nikah siri atau pernikahan yang 
dilakukan tanpa melalui proses administrasi atau pencatatan pernikahan di Kantor 
Urusan Agama (KUA). 
Namun peneliti memandang bahwa isi Rancangan Undang-Undang hukum 
materil peradilan agama ini kurang tepat karena di Indonesia tidak ada pidana Islam 
yang diterapkan melainkan hanya ada hukum perdata dan hukum pidana, hukum 
perdata di laksanakan di pengadilan agama dan hukum pidana dilaksanakan di 
pengadilan negeri. Jadi, menurut peneliti isi Rancangan Undang-Undang hukum 
                                                          






materil peradilan agama dalam pasal 143-151 yang mengandung unsur pidana 
seharusnya bukan diperuntukkan kepada peradilan agama karena ada unsur pidana 
didalamnya, melainkan diperuntukkan kepada pengadilan negeri karena mengandung 
pelanggaran dan pidana kurungan yang dijelaskan dalam isi RUU hukum materil 
peradilan agama bidang perkawinan ini dan mengingat juga bahwa tidak ada pidana 








Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta berdasarkan pada 
rumusan masalah yang telah peneliti angkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Nikah siri mulai muncul dan dikenal oleh masyarakat sejak di sahkanya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di 
keluarkanya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksannan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi didalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara spesifik persoalan nikah siri, 
hanya mewajibkan pencatatan perkawiana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2), 
oleh karena itu pemerintah berkeinginan dan berupaya untuk memberikan 
fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri. Keinginan pemerintah 
tersebut kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang hukum 
materil peradialan agama dalam bidang perkawinan. Dalam Rancangan 
Undang-Undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 
143-153 Berkenaan dengan nikah siri. Dalam pasal 143 Rancangan Undang-
Undang ini, pernikahan sirih di anggap illegal. Walaupun pemerintah sudah 
melarang dan mengilegalkan pernikahan siri, namun tetap saja masih banyak 
masyarakat yang melakukan nikah siri karena mereka manganggap bahwa 





2. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama ini jelas 
bahwa ada sanksi yang tertuang dalam pasal 143-151 bagi pelaku nikah siri 
namun, tidak hanya itu saja dalam Rancangan Undang-Undang ini bukan 
hanya pelaku nikah siri saja yang mempunya sanksi akan tetapi orang-orang 
yang membantu melaksanakan perkawinan siri juga mempunyai sanksi yang 
berupa sanksi kurungan dan sanksi denda yang ada dalam Rancangan 
Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama. Adanya Rancangan 
Undang-Undang ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir 
praktek nikah siri dikalangan masyarakat. 
B. Implikasi penelitian 
1. Bagi perempuan perlu mempertimbangkan kembali niatnya jika ingin 
melakukan pernikahan siri, karena banyak dampak negatif dari pernikahan siri 
seperti, dampak hukum yang sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya 
dikemudian hari dan juga dampak bagi keluarga yang melakukan nikah siri, 
karena akan mendapat cibiran dari masyarakat setempat. 
2. Perlu adanya peninjauan kembali dan penelitian yang lebih detail tantang 
sanksi bagi pelaku nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum 
Materil Peradilan Agama Bidang perkawinan. 
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus kepada 
masyarakat atau pemuka agama dari pemerintah akan dampak-dampak negatif 
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